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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
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TENTANG 

PERA U N BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERU BAHAN ATAS P RA URAN 
BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG STAND R 

KOMPETENSI JAB TAN APARATUR SIPIL NEGARA 
I LINGKU GAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMAL YA 

Menim ang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa dalam rangka m engakomodir k b tu a n j abatan 
f gs ional seba gai aya m ewuj p en elolaan 

a ·eme Apara tur S ·pil Negara yang erba s is system 
merit, perlu d ilakukan penyesuaian atas Peraturan 
Bupa i Tasikmalaya omor 69 Ta h un 2 21 tentang 
St dar Kompetensi Jab a tan Aparatu r Sipil Negara di 
Lin kungan Pemerintah Daer h a upaten 
Tasikmalaya; 

b. ba hwa berdasarkan pertim bangan se agaimana 
dim aksu d am ru a, perlu m n eta kan P raturan 
Bu ati Tasikmalaya te tang Perubahan Ata s Peraturan 
Bup ti Tasikmalaya Nom or 69 T un 202 1 ten tang 
Standar Kompetensi aba an Apara tur ipi Negara di 
L·ngkun gan Pemerin tah Daerah Kabupaten 
Tasik malaya . 

1. Un dang-Undang Nom or 14 Tahun 1950 tentang 
Pemben tuka n Daerah-Daerah Kabu paten Dalam 
Lingkungan Pro insi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diu bah dengan Un dang-Undang 
Nomor 4 Tahun 19 68 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Da erah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 2851) ; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah 
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dengan Undang-Undang; 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
Tahun 2022 Nomor 238 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6841) ; 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 201 4 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Re ublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lemb an 
Negara Republik In donesia Nomor 5601); sebagaim ana 
te1ah diubah den gan Peraturan Presiden Pen g anti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta 
KeIja (Lem baran Negara Republik Indonesia omor 
Tahun 20 22 Nom or 238, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6841); 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahu n 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta hun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
seba gaimana telah diu bah dengan Pera turan Pem erintah 
Nomor 17 Tahu n 2020 tentang Perubaha n atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 t en tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 2020 Nom or 68, Ta m bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 7 7); 

6. Peratu ran Pemerintah Nomor 4 9 Tahun 201 8 ten tang 
Manajemen Pega wai Pemerintah den gan Perjanjian KeIja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2018 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6 264); 

7 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 ten tang 
Standa r Kompetensi Jabatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907); 

8. Peraturan Menteri Pendayagun aan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokr a si Nomor 45 Tah un 2022 tentang 
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 1047); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
26); 

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik 
Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil 
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
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Nomor 497); 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahu n 2016 tentang Pembentu kan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabu paten 
Tasikmalaya Tahun 20 16 Nomor 7), s ebagaimana te ah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahu n 2021 ten tang 
Perubahan Kedu a Atas Peraturan Daerah Kabu paten 
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemben tukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikm alaya Tahun 2021 Nomor 3); 

14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahu n 2021 
ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Perangka t Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Tas ikmalaya Tahu n 202 1 Nomor 119) . 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERU BAHAN 
ATAS PE RATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 69 
TAHUN 2021 TENTANG STAN DAR KOMPETENSI J ABATAN 
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH KAB UPATEN TASIKMALAYA. 

Pas al I 

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupa ti Ta sikmalaya Nomor 69 Tahun 2021 
tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabu paten Tasikmalaya Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 69) diubah s ehingga berbunyi sebagai ber ikut : 

Pasal3 

(1) Standar Kompetensi Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
terdiri atas: 
a. standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi; 
b . standar kompetensi Jabatan Administrator; 
c. standar kompetensi Jabatan Pen gawas; dan 
d. s tandar kompetensi Jabatan Pelaksana. 

(2) Standar Kompetensi Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diun angkan d i Si gaparna 
pada tan a1 1 ov m er 2023 

KABUP TENT 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 1 Novem er 2023 

BERITA AERAH UPA EN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR46 


